
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 9 TAHUN2OI5

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR X.O3
TAHUN 2OO8 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN

SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMEzuNTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT ?UHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang a. bahwa prosedur dan tata cara permintaan serta
pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah diatur
dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor X.03
Tahun 2008 tentang Prosedur Dan Tata Cara
Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi
Pegawai Negeri Sipil DI Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu melalui kebijakan penambahan uang makan
yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor X.03 Tahun 2O08 tentang Prosedur
dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang
Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil DI Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor
X.03 Tahun 20O8 Tentang Prosedur Dan Tata Cara
Permintaan Serta Pembayaran Uang Mal<al Bagr
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2.

o.

4.

5.

6.

9.

10.

7.

.,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undarg Nomor 33 Tahr.rn 20O4 tentang Perimbangan
IGuangan Antara kmerintah Pusat dan kmedntahan Dafrah
(Imbaran Nqara Republik krdonesia Tahun 20O4 Nomor 126
Tambahan Isnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 21438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(l,embaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O15 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2884);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor
25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali, teralhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O1l
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun
2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2OO7 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2Ol5
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O15
Nomor 1);

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2O15
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2O15
(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OLs
Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR
X.O3 TAHUN 2OO8 TENTANG PROSEDUR DAN TATA
CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG
MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor
X.O3 Tahun 2OO8 tentang Prosedur dan Tata Cara
Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi
Pegawai Negeri Sipil DI Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 20O8 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

PasaI 3

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 besaran
uang makan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil adalah Rp. 15.OOO,- (Lima belas ribu
rupiah) setiap hari kefa.

(2) UanS makan diberikan dalam bentuk uang.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan setelah ayat
(2) ditambah satu ayat baru yakni ayat (3), sehingga
keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah
tidak dikenakan Pajak.
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Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan
Pajak sebesar 5 % (Lima per seratus).

Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakal
Pajak sebesar 15 o/o (Lima belas per seratus).

PASAL II

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan
Fengundangan Perattrran Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17-3-2015

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 17-3-2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR
Salinan sesrlai dengan aslinya

KEPALA BIRP HUKUM,

f.4 -lt
Pembina Tk. I

NrP. 19690905 199403 1001

(2)

(3)


